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Undang-Undang Dasar 1945, mengatur Hak Menguasal Negara atas sumber daya alam mineral dan
batubara, di mana kewenangan Pemerintah untuk mengatur diwujudkan dengan aturan tentang pengalihan
IUP. Pasal 93 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
mengatur bahwa pemegang IUP tidak boleh memindahkan |UP-nya kepada pihak lain; pengalihan
kepemilikan dan/atau saham harus diberitahukan kepada pemberi izin. Berbeda dengan undang-undang,
Pasal 7A dan Pasal 7B Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pel aksanaan K egiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara, justru mengisyaratkan bahwa |UP boleh dialihkan, dengan mengatur pihak lain. Y ang menjadi
pertanyaan yuridis adalah: bagaimana pengaturan pengalihan IUP dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2009 dan peraturan pelaksananya dalam perspektif Hak Menguasai Negara berdasarkan Pasal 33 ayat (3)
UUD 1945; mengapa dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 1UP tidak boleh dipindahkan;
dan mengapa dalam Pasal 7A dan Pasal 7B Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 |UP boleh
dipindahkan? Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan metodologi penelitian Y uridis Normatif. Jadi
datayang dikumpulkan adalah data sekunder (terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier).
Kesimpulan, dalam perspektif Hak Menguasai Negara, di mana Pemerintah melakukan sendiri atau campur
tangan melalui kepemilikan sasham pada BUMN/BUMD, idealnya |UP tidak boleh dialihkan. Dalam konsep
tersebut yang dapat dialihkan adalah perjanjian kerjasama BUMN/BUMD dengan pihak lain dengan
persetujuan Pemerintah. Rumusan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 bahwa |UP tidak
boleh dialihkan sudah tepat, untuk mempertahankan Hak Menguasal Negara. Namun rumusan ayat (2) dan
ayat (3)-nya bertentangan dengan Hak Menguasai Negara. Rumusan Pasal 7A dan Pasal 7B Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012, selain bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, juga
bertentangan dengan Hak Menguasai Negara. Aturan tentang pengalihan IUP dibutuhkan, karena Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 mengatur bahwa pemegang |UP hanya dapat diberikan satu [lUP dan
apabila mereka memiliki lebih dari satu IUP, berarti lUP yang lain harus dialihkan.

<hr><i>Constitution of Republic of IndonesiaY ear 1945, regulates State's Authority Rightsin natural
resources, especially mineral and coal, where Government's Authority to regulate, is realized with regulate
about transfer of lUP. Article 93 of Law No. 4 of 2009 Concerning Mineral and Coal, regulates that IUP
holders should not be transferred their IUP to other parties; transfer of ownership and/or shares must be
notified to the licensor. There is differentiation between Law No. 4 of 2009 and Government Regulation No.
24 of 2012 on Revision of Government Regulation No. 23 of 2010 on Implementation of Mineral and Coal
Mining, especially Article 7A and Article 7B. Those articles regulate that 1UP should be transferred to other
parties and there are further explanation for definition of other parties. The questions are: how to regulate
transfer of IUPin Law No. 4 of 2009 and its implementation regulations in the State's Authority Rights
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perspective based on Article 33 paragraph (3) Constitution of Republic of Indonesia’Y ear 1945, why Article
93 of Law Number 4 on 2009 regulates that |UP should not be transferred, and why Article 7A and Article
7B Government Regulation No. 24 of 2012 regulates that |UP should be transferred? Research will be done
by using the research methodology of normative juridical. So the data collected is mainly secondary data
(consisting of primary legal materials, secondary and tertiary).

The conclusions, in the State’s Authority Rights perspective, where the government do mining activities by
themselves or intervene through shares ownership in state's-owned companies/regional‘'s-owned company,
ideally 1UP should not be transferred. In this concept, that should be transferred is cooperation agreement
between state'sowned companies/regiona’ s-owned company and other parties, with terms of Government
approval. Article 93 paragraph (1) Law No. 4 of 2009, which regulates IUP should not be transferred, is
aready correct, to maintain of State's Authority Rights. However, paragraph (2) and paragraph (3) are
contradicted to State's Authority Rights. Article 7A and Article 7B Government Regulation No. 24 of 2012,
which regulate IUP should be transferred to other parties, besides they are contradicted to Law No. 4 of
2009, but also are contradicted to State's Authority Rights. Regulation about transferred IUP has to be
regulated, because content of Government Regulation No. 23 of 2010 indirectly regulates that |UP holders
shall have one IUP and if they have more than one, the others should be transferred.</i>



